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Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Mamuju Tengah

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang — Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang — Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum:

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya,
dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota:

Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2024




tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang
Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya,
dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

http://jdih.bawaslu.go.id/

Sehubungan dengan tugas Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam

melakukan pengawasan dan pencegahan pelaksanaan perlengkapan

pemilihan dan pendistribusiannya dengan menjunjung tinggi ketentuan
peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dengan ini Bawaslu

Kabupaten Mamuju Tengah mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Mamuju Tengah untuk memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1.  Memerhatikan ketentuan Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota
pada Pasal 30 huruf a Nomor (6) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang
menyebutkan bahwa Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota
adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;

2. Perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan

pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan
pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 dilaksanakan berdasarkan
prinsip, yakni:
a. tepatjumiah;
b. tepat jenis;
c. tepatsasaran;
d. tepatwaktu;
e. tepatkualitas; dan
f. efisien.

3. Memerhatikan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-undang yang menyatakan bahwa:

a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam
merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan

dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
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b. Sekretaris KPU Provinsi dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota
bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Memperhatikan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang menyatakan bahwa

Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumiah Pemilih tetap

ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap

sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-undang.

a. Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara
lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta
keutuhan surat suara;

b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan
surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan,
dan pendistribusian ke tempat tujuan;

c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memverifikasi jumlah surat
suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau jumlah
yang masih tersimpan, dengan membuat berita acara yang
ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU Provinsi
atau petugas KPU Kabupaten/Kota,

d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengawasi dan
mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan
untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta
menyegel dan menyimpannya,;

e. Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan,
dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara
Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas
Kabupaten/Kota;

f.  Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dibuatkan berita acara;

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan

terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan,
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pendistribusian surat suara ke tempat tujuan, dan pemusnahan surat
suara diatur dengan Peraturan KPU.

6. Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 83 UU No.1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1
tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang yang menyatakan bahwa Pengawasan atas
pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU
Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan
oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota serta Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

7. Memperhatikan ketentuan Pasal 190 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa
Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang
dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua
setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang
ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72
(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar
lima ratus juta rupiah);

8. Memperhatikan ketentuan pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2024 tetang Perlengkapan Pemungutan Suara,
Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara
Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat KPU Provinsi
dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyiapkan data mengenai
pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai pengawasan
yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota;

9. Memastikan terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan
perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;

10. Memastikan perusahaan pengadaan perlengakapan suara dan dukungan
lainnya tidak terafiliasi dengan pasangan calon tertentu;

11. Memastikan penyimpanan hasil produksi di pabrik dan di gudang

penyimpanan sesuai dengan standar dan terjamin keamanan dari
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kerusakan;

12. Memastikan penjagaan oleh pihak keamanan dan kepolisian di pabrik
dan gudang penyimpanan;

13. Memastikan adanya pengawalan, pengamanan, dan keamanan
pendistribusian perlengkapan penyelengaraab pemungutan suara;

14. Menyampaikan jadwal tahapan dan sub tahapan distribusi logistik kepada
Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka memaksimalkan
proses pengawasan;

15. Bersama dengan seluruh jajarannya mematuhi prosedur penerimaan

perlengakapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Plh. Ketua,

SUPIARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju (Sebagai Laporan);
2. Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Mamuju Tengah;
3. Arsip
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